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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya
lainnya di satu sisi menimbulkan ketergantungan yang
sangat berbahaya dan merugikan apabila disalahgunakan
atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang
ketat, namun di lain sisi bermanfaat di bidang pengobatan
atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu
pengetahuan;
bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Utara peredaran dan
penggunaan narkotika sudah sangat meresahkan
masyarakat karena letak geografis Kabupaten Aceh Utara
sangat strategis bagi masuknya peredaran gelap narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya dari luar
negeri melalui Selat Malaka;
bahwa pencegahan dan penanggulangrrn terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya Lainnya bukan
semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten, tetapi merupakan tanggung jawab
bersama masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang
Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika
dan Psilcotropika Berbahaya Lainnya;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);

i
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3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 201 1 tentang Wajib
Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 521 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 5419);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2072 tentang
Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 12 Nomor 12 18);

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20 19
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

12.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2O13 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 51);

13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 67);

14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 20 18 tentang Fasilitas
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
108);
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Dengan persetujuan E}ersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGUI.ANGAN PE}.IYAI.AHGUNAAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA BERBAHAYA LAINI{YA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Qalun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DpRK
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsrp otonomi seluas-luasnya dalem sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupa.ti dan Perangkat
Kabupa.ten sebaga.i unsur penyelenggara Pemerintahan
Kabupa.ten.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang

selanjutrya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten.

6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRK dala'n penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN
adalah lembag: pemerintah non kementerian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya
disingkat BNNK adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepa.da Bupati.

9. Narkotika adalah zat atalu obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan
sebegaimama dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 20O9 tentang Narkotika.
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1o. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adildif
berbahayalainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan penyaluran atau penyemhan narkotika,
psikotropika dan r,at adiktif berbahaya lainnya, baik dalam
rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindahtanganan, yang dilakukan secErra tanpa hak atau
melawan hukum.

11. Psikotropika adalah ratatau obat, baik alamiah atau sintetis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selelrtif
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktifitas mental dan perilaku.

12.7-at Adiktif lainnya adalah rat atau bahan yang tidak
termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki
daya adi}tif ketergantungan.

13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan
narkotika yang dibedakan dalam tabel selegaimana
terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9.

14. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan.

15. Penyalatrguna adalah orang yang menggunar€n narkotika,
psikotropika darr zat adiktif berbahaya lainnya tanpa hak
atau melawan hukum-

16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya, secara terus menerus dengan takaran
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila
pengguna.annya dikurans dan atau dihentikan secara tiba-
tiba, menimbulkan gejala frsik dan psikis yang khas.

17. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adilrtif lainnya
adalah korban y-ang menggunakan atau menyalahgunakan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam
keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan
zat adiktif berbahaya lainnya baik secara fisik maupun
psikis.

18. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang
ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari
penyalahgunaa.n dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan zat adilrtif berbahaya lainny'a.

19. Pencegahan oleh Media Massa adalah upaya, usatra atau
tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat
dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan rat adilrtif berbahaya lainnya yang
dilakukan melalui Media Massa.

20. Pencegahan di Tempat lbadah adalah usaha atau tindakan
yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang
dilakukan pada tempat-tempat ibadah.
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21. Penanganan adalah upaya untuk meLakukan tindakan
pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya melalui
rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan narkotika, psikotropika darrr zat adiktif
berbahaya lainnya.

23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan
secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar
mantan pecandu narkotika, psikotropika dat zat adiktif
berbahaya lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi
sosial dalam kehidupan masyarakat.

24. Institusi Penerima Wajib t apor yang selanjutnya disingkat
IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
yang ditunjuk oleh Pemerintah.

25. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan
oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau
keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur.

26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
informal dan non formal pada semua jenjang.

27.Pe*rta didik adalah anggota masryarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

28. Rumah Kos/Tempa.t Pemondokan yang selanjutnya disebut
Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan
untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi
seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak
dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggd keluarga,
usaha hotel dan penginalmn.

29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus
disedialan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di
huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di
daerah.

30- Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang
toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang
terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk
penyelenggaraan perusahaan di daerah.

31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang
disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat,
memperoleh peLayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan Lainnya, yang
menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali
untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.

32. Badan Usaha adalah se :,p badan hukum atau non badan
hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada
dalam Kabupaten Aceh Utara.

b-$V
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Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:
a. keislaman;
b. kemanusiaan;
c. kesehatan;
d. perlindungan;
e. keamanan;
f. keadilan;
g. pengayoman;
h. ketertiban;
i. nilai-nilai ilmiah;
j. kepastian hukum;
k. kemitraan; dan
1. kearifan lokal.

Pasal 3

Trrjuan ditetapkannya Qanun ini adalah:
a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya

pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan rat adiktif berbahayalainnya
agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanj utan;

b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya;

c. membangun partisipa.si masyarakat untuk turut serta. dalam
upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat,
sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan
terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya; dan

e. menjadikan Kabupaten Aceh Utara yang bebas narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbah aya lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Fr-g Linglup qanun Kabupaten Aceh Utara adalah segala
bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan
dan penanggulangan penyalahgun.ran narkotika, psikotropika
dan zat adilrtif berbahaya trainnya (NAPZA) yang dilakulan oleh
Pemerintah Kabupaten.

pENBS?ILAN

Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan

pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika darl zat adiktif berbahaya lainnya (NAPZA)
dengan melibatkan panglima 16q1,

|''
lembaga Adat terkait

panglima uteun dan
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(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi
upaya:
a. memasang papan pengumuman baik dalam bentuk

tulisan dan gambar larangan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya ditempat
yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan,
badan usaha, tempat usaha, hotell penginapan, tempat
hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum Lainnya;

b. melaksanakan dan penyebaran informlsi
mengenai bahaya peny-alahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adilrtif berbahaya lainnya;

c. meminta kepada pengelola semua jenis badan usaha
yang dikelolanya untuk menandatangani surat
pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan
bertanggung jawab tidak akan mengedarkan, dan/atau
memfasilitasi danlatau menyalahgunakan narkotika,
psikotropika dan z"at adiktif berbahaya lainnya selama
menjalankan usahanya;

d. pemberian edukasi kepada anak tentang bahaya
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di lingkungan keluarga, satuan
pendidikan, dan masyarakat;

e. memberikan pen;ruluhan kepada keluarga untuk dapat
menjaga anggota keluarganya agar terhindar dari
pengaruh narkotika, psikotropika dan rat adiktif
berbahaya lainnya dengan membentuk kelompok
masyarakat;

f. melakukan razta ke berbagai tempat yang dicurigai
terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya berkoordinasi dengan aparat
keamanan setempat; dan

g. setiap orang/badan hukum yang memohon izin usaha
diwajibkan membuat pernyataan tidak akan melakukan
penyalahgun€ran narkotika, psikotropika daurt zat adiktif
berbahaya lainnya.

Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 6
(1) Pemerintal kabupaten Aceh Utara dan masy-amkat wajib

melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

(2) Upaya pencegahan pnyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan z,at adiktif berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan primer;
b. pencegahan sekunder;
c. pencegahan tersier.

Pasal 7

(1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat tzl huruf a, merupakan upaya untuk mencegah
siapapun yang menyalahgunakan narkotika, psikotropika
daurr zat adiktif berbahaya \nVa.

(}wAr)l
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(2) Pencegaha, 
-Primer sebagaima,a dimaksud pada ayat (l),

dapat dilakukan melalui:
a. pencegahan rytenyllahgunaan narkotika, psikotropika

darr zatadiktif berbahaya lainnya sejak aural;
b. melakukan sosialisasi dan inforrnasi pengaruh

penyalahgunaan narkotika, psikotropika deurt rat 
"aimrberbahaya lainnya; dan

c. advokasi pencegahan penyaLahguttaan narkotika,
psikotropika dan rat adiktif berbahaya lainnya di
lingkungan instansi pemerintatr, keluarga, pendidikan,
keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8
(1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal6

ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap
siapapun pengguna dan/atau pengedar agar terbebas dai
ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya.

l2l Upaya pencegahan sekunder a dimaksud pada
ayat (U, dilaksanakan dengan metode, teknik dan
pendekatan secara profesional .

Pasal 9
(1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

ayat {21 huruf c, merupaka, upaya pencegahan terhadap
pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali
ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan
sosial.

(2) upa-va pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan
tokoh agama.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 1O

Sasaran pencegahan dilaksanakan oleh:
a. keluarga;
b. lingkungan masyarakat;
c. satuan pendidikan;
d. organisasi masyarakat (ormas);
e. instansi pemerintahan kabupaten;
f. badan usaha;
g. Dayah (pemondokan) dan /atau asrama;
h. media massa; dan
i. tempat ibadah.

Bagian Kefiga
Pencegahan Oleh Keluarga

Pasal 11

Pencegahan oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal
10 huruf a meliputi:
a. memberi pendidikan

A;w
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b. meningkatkan komunikasi kepala keluarga dengan anggota
keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga
yang tinsgal dalam satu rumah;

c. melakukan pendampingan oleh kepala keluarga dengan
anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan
keberanian untuk menolak penyarahgun€lan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

d. memberikan edukasi dan informasi yar,g benar kepada
anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;
dan

e. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya ke puskesmas atau instansi yang
berwenang.

Bagan Keempat
Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

(l) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalan'n Pasal 1o huruf b dilakukan oleh perangkart
pemerintahan gampong dengan cara member*dayakan
unsur masyarakat sesuai dengan adat dan hukum adat
setempat.

(2) Pemerintah gampong wajib menganggarkan anggarzrn untuk
pencegatr.an narkotika, psikotropika dan rat adiktif
berbahaya Lainnya.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. membentuk tim penanggulangan baha1,6 narkotika,

psikotropika dart zat adiktif berbahaya lainnya berbasis
masyarakat;

b. geuchik selaku kepala pemerintah gampong membentuk
satuan pemuda anti narkoba atau pemuda pageu
gampong;

c. membuat pengumuman dan memasang baliho yang
berbentuk pencegahan narkotika psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya;

d. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/
kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya;

e. membawa dan menyerahkan pecandu narkotika,
psikotropika. dan rat adiktif berbahaya lainnya ke
instansi yang berwenang; darr

f. mel,aporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian
setempat apabila mengetahui adanya penyalahguna€Ln
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya
lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O huruf c meliputi:

-y A
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a. mengintegrasikan pengenalan narkotika, psikotropika dan
zat adil<ttf berbahaya lainnya ke dalam kurikul;m yang
relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan rormat aai
non formal;

b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan
pendidikan masing-masirg;

c. setiap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, bagi
calon mahasiswa dipastikan bebas dari pengaruh nartotjka,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya l,ainnya.

d. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan
deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

e. menjadwalkan kegiartetr" pembinaan pencegahan
penyalatrgunaan narkotika, psikotropika dan zat aa*tir
berbahaya lainnya dengan melibatkan langsung antara lain
aparat Kepolisian, Petugas Kesehatan, Badan Narkotika
Nasional, Organisasi Masyarakat, ?okoh Agama dan Tokoh
Masyarakat;

f. menetapkan peraturan mengenai kebiiakan pencegahan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya dan mensosialisasikan di ringkungan
satuan pendidikan masing-masing;

g. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi
narkotika, psikotropika dalrt zat adiktif berbahay-a lainnya
pada satuan pendidikan masing-masing;

h. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi
yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

i. menfasilitasi layanan konsultasi/konseling bag peserta
didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya;

j. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi
penyalahgunElan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya oleh peserta didik di liagftungan satuan
pendidikan;

k. melaporkan adanya indikasi penyatahguna€Ln narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi
di lingkungan satuan pendidikan kepada pthak yang
berwenangl

1. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak
hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika
darr z,at adiktif berbahaya lainnya di lingkungan satuan
pendidikannya; dan

m. pemerintatr kabupaten mengupayakan pendirian sekolah
pemondokan anak didik korban penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Pasal 14

(1) Satuan Ke{a Perangftat Kabupaten yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab di bidang pendidikan atas pelaksanaarl
kampanye, penyebaran inforurasi dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan
huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

\qv b
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(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di lingkungan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat
mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran infor:rnasi dan
pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuier
di satuan pendidikan.

Pasal 15

(1) Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten mempunyai
tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan atas
pelaksanaan kampanye, peny€baran informasi dan
pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalem pasal 13
huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai
dengan kewenang€rnnya.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebiiakan pencegahan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di linglungan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat
mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pelaksanaan , penyebaran informasi dan
pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler
di satuan pendidikan.

Pasal 16

(1) Apabila pendidik atau tennga kependidikan terlibat
penyalahgunaan narkotika, psikotrropika dan rat adiktif
berbahaya lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan
yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin kepada
pelaku sesuai dengan ketentuan lreraturan perundang-
undangan.

(2) Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (U akan diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Apabila peserta didik terlibat penyaLahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, satuan
pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan
sementara dari kegiatan belajar mengajar dan
memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program
pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program
pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {L} satuan pendidikan dapat menerima
kembali peserta didik tersebut.

(3) Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh
peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang.undangan.

^tN
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Pasal 18

(1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika,
psikotropika dan zat adil<tif berbahaya lainnya, penanggung
jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupi
pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sarrksi
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Datam hal peserta didik yang telah dijatuhkan sanksi oleh
penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U, satuan pendidikan yang
bersangtcutan tidak dapat menerima kembali peserta didik
tersebut.

(3) Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh peserta
didik sebagaimana ya.ng dimaksud pada ayat (1) akan
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Pencegahan oleh Organisasi Kema

Pasal 19

(1) Pencegahan ytrtg ditakukan oleh organisasi masyarakat
sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 1O huruf d, antara lain:
a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi

mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya l,ainnya; dan

b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan
peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
rat adil<trt berbahaya lainnya di \ rilayah masing-masing.

{2} Pencegahan oleh organisasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau
bekerja $ama dengan Pemerintah Kabupaten serta pihak
swasta lainnya.

Pasal 2O

(1) Setiap anggota organisasi masyarakat segera melaporkan
kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui
ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika
darr zat adilctif berbahaya lainnya di lingkungnnnya.

(2) Pihak yang berwenanglberwqiib, wajib melindungi dan
merahasiakan identitas pelapor untuk keselamatannya.

Bagan Ketujuh
Pencegahan oleh Instansi Pemerintahan Kabulraten

Pasal 21

Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf e berkewajiban untuk:
a. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran

informasi di lingfuungan kerjanya dan/atau kepada
masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

b. melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adilctif berbahaya lainnya;
dan

-N b
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Pasal 22

(1) Setiap pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan
kabupaten wajib melakukan upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika, psikotropika darr zat adiktif
berbahaya lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap
lingkungan kerjanya.

(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya.

(3) Pengawasan di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Setiap pegawai di lingkungan kerjanya wajib

menandatangani surat pernyataan di atas kertas
bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan
dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif berbahaya lainnya.

b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila
terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif berbahaya lainnya.

c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang
terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten menetapkan persyaratan tambahan
dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Honor
Daerah, sebagai berikut:
a. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat

adiktif berbahaya lainnya dari rumah sakit milik
pemerintah;

b. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau
menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di atas kertas bermaterai.

c. Melaksanakan tes urine sewaktu-waktu.

Pasal 24

(1) Ketua DPRK melakukan upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap
lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dar. zat adiktif berbahaya lainnya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. Setiap pimpinan dan anggota DPRK menandatangani

surat pernyataan di atas bermaterai yang menyatakan
tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya
lainnya;

\t" A

c. memasang papan pengumuman dan baliho larangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di tempat yang mudah dibaca pada
lingkungan kerjanya.
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b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila
terindikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif berbahaya lainnya; dan

c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang
terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kedelapan
Pencegahan oleh Badan Usaha dan Tempat Usaha

Pasal 25

Penanggung jawab badan usaha dan tempat usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban
melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar
tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya, sebagai berikut:
a. setiap pemilik, pimpinan dan karyawan badan usaha dan

tempat usaha rnenandatangi surat pernyataan di atas
bermaterai yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau
menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya.

b. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya.

c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya yang terjadi
di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

d. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai
bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan oleh Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 26

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan
pengawasan terhadap warga pemondokan dan/atau asrama
yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya
dengan cara:
a. Setiap pemilik, pimpinan dan warga pemondokan dan/atau

asrama menandatangani surat pernyataan di atas materai
yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau
menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya;

b. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau
asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat
yang mudah dibaca;

c. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai
bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya;

\w A
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d. melaksanakan tes urine sewaktu-waktu apabila terindikasi
penyalahgunaan narkotika, psikotropika d.an zat adiktif
berbahaya lainnya; dan

e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya 1ainnya yang terjadi
di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan oleh Media Massa

Pasal 27

Media massa membantu pemerintah kabupaten untuk berperan
aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahguraan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya
berbahayalainnya, sebagai berikut:
a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai

bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika d.an zat
adiktif berbahaya lainnya;

b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu
terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya; dan

c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan
pencegahan danpenanggulangan terhadap penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adrktif berbahaya lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan di Tempat Ibadah

Pasal 28

Pencegahan oleh penanggung jawab tempat ibadah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilakukan
dengan cara:
a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan

dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya;

b. membuat pengumuman dan baliho tentang larangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya dan menempatkannya di tempat yang
mudah dibaca dan mudah dilihat; dan

c. memasukkan materi terkait dengan penggunaan dan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya dalam khutbah atau ceramah kepada
para jamaahnya.

BAB V
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Institusi Yang Berwenang

Pasal 29

(1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu
narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya,
dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika dan zat
adiktif berbahaya lainnya yang belum cukup umur
melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

w b
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(2) Institusi Penerima wajib Lapor mengeluarkan kartu wajib
lapor kepada pecandu yang menjarani rehabilitasi *i"t
sebagai korban penyalahguna.an narkotika, zat adiktif
berbahaya Lainnya.

(3) Institusi penerima wajib lapor sebagaimana rtimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. ketenagaau yang memiliki keahlian dan kewenangan di

bidang ketergantungan narkotika; deort
b. sar€rna ya.ng sesuai dengan standar rehabilitasi medis

atau standar rehabilitasi sosial.
(4) Persyaratan ketenagaEm sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
a. pengetahuan dasar kejiwaan dan ketergantungan

narkotika;
b. keterampilan melakukan penilaian ketergantungan

narkotika;
c. keterampilan melakukan konseling dasar

ketergantungan narkotika; dan
d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi

berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 3O

( 1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri ke puskesmas
atau kepada institusi yang berwenang diberi kartu lapor diri
setelah menjalani penilaian.

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

(3) Dalam hal institusi yang berwenang tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan pengobatanlperawatan
tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan
pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya,
institusi yang berwenang harus melakukan rujukan kepada
institusi lain yang memiliki kemampuan.

(4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/
perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya wajib melaporkan diri kepada IpWL.

Pasal 31

(l) IPWL sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 melakukan
penilaian terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui
kondisi pecandu narkotika.

(2) Penilaian sebagairnana rlirnaftssd pada ayat (1) meliputi
aspek medis dan aspek social.

(3) Petaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimala
dimaksud pada ayat {2} dilakukan dengan cara wawancara,
obserwasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhad.ap
pecandu narkotika.

(4) wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, rj,rwayat
pengobatan dan perawatan , nwayatketerlibatan pada tindak
kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan
sosial pecandu narkotika.

dv
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(5) obsenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 32
(1) Hasil penilaian dicatat pada rekaru medis atau catatan

perubahan perilaku pecandu narkotika;
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan;

(3) Kerahasiaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua I wdi lkeruarga
peeandu narkotika dan pimpinan instansi yang berwenang.

Bagran Kedua
Rehabilitasi

Pasal 33
(1) Penanganan terhadap penyalahgunEran narkotika,

psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya dilaksanakan
melalui rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l), meliputi:
a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika,

psikotropika dan zat adikttf berbahaya lainnya dari
ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya;

b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari
kelebihan dosis dan gejala putus zat adiktif berbahaya
lainnya;

c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut
dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya
lainnya;

d. tindakan setelah mengatasi keracunan dan/atau
ketergantungan berupa pemulihan secara terpadu baik
secara fisik, mental maupun sosial; dan

e. tindakan pendekatan keagamaan pasca direhabilitasi
melalui lembaga pndidikan Dayah ata^u lainnya.

(3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait
dapat melakukan upaya sebagai berikut:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

melaksanakan wajib l,apor guna mendapatkan
rehabilitasi;

b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial kepada bekas korban penyalahgunaan
dan pecandu narkodh, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya l;ainnya;

c. meningftatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar
kerawanan wilayah kabupaten penyalahgunEran
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya
lainnya; dan

-w 6
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d. meningftatkan pembinaan kepada bekas korban
penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika
dan z,at adiktif berbahaya lainnya.

Bagian Ketiga
Proses Rehabilitasi

Pasal 34
(1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial

dan infor:masi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko
yang dihadapinS'a dan memperoleh rujukan medis, pecandu
Narkotika ditempatkan pada lembnga rehabilitasi medis
dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses
penilaian.

(2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

{1) Pengguna dan pecandu yang tersangkut masalah hukum
dapat menunjukan kartu Lapor diri kepada pihak yang
berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada
lembagalinstitusi yang mengeluarkan kartu lapor diri
tersebut.

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.

(3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau
rehabilitasi sosial bagt pengguna/pecandu narkotika yang
tersanglut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat ( U diperintahkan berdasarkan:
a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti

bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika. tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan

dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis
dart / atau rehabilitasi sosial.

(5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau
rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau
hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah
mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Terpadu.

Pasal 36

(1) Setiap penyelenggara progrirm rehabilitasi harus menJrusun
standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi
sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan
dengan mengacu pada standar dan pedoman
penatalaksanaan rehabilitasi,

(2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (U melakukan pencatatan pelaksanaan
rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau
dokumen rekam medis.

\v A
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(3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

(4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen
rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PEI-APORAN, MOMTORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 37
(l) IPWL melaporkan data/inforrnasi pecandu narkotika setiap

bulan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi
Kesehatan dan Dinas yang membidangi Sosial.

(2) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika oleh IpWL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
cara:
a. memberikan laporan secara tertulis kepada Dinas

Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial
untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan
disampaika:r ke BNNK.

b. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melaporkan secara
tertulis kepada Bupati.

(3) Data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data
paling sedikit memuat:
a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
b. identitas pecandu narkotika;
c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
d. lama pemakaian;
e. cara pakai zat;
f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi

yang dijalani.

laporan IHI/K menjadi
kebijakan lebih lanjut.

Pasal 38

bahan evaluasi dan penyusunan

Bagtan Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

(l) Bupati dapa.t membentuk tim monitoring dan evaluasi
pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang
membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, BNNK dan Kasat Narkoba Polres Aceh Utara.

(2) Kegiatan pelaksanaan wajib l,apor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. penerapan prosedur wajib lapor;
b. cakupan proses wajib l,apor;
c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
d. kualitas layanan IPWL;
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e. jumlah pecandu
rehabilitasi; dan

f. jumlah prevalensi
narkoba.

yang dapat mengakses layanan

pecandu dan penyalahgunaan

BAB VII
PASCA REHABILITASI

Pasal 4O

(1) Pecandu narkotika, psikotropika dart r,at adiktif berbahaya
lainnya ytrtg telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan
pembinaan dan pengawasan serta pendampingan
berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat- -

(2) Pembinaan dan pengavrasan sebagaimena rtimaksud pada
ayat (1| dilaksanakan oleh Bupati melalui sKpK terkait dan
unsur akademisi.

(3) Pembinaan dan pengawasan selageimana dimaksud pada
ayat (21Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan
dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan
SKPK terkait dan unsur akademisi.

(a) fim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung
jawab kepada Bupati.

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengawasan ana dimaksud. dalam
Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasea
rehabilitasi agar dapat mengsali potensi diri, meninglatkan
kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih
baik.

(2) Dalam mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca
rehabilitasi dapat dilakukan:
a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan keq'a;
b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan;
c. Kohesi sosia.l adalah menyerasikan hubungan antara

orang direhabilitasi dengan masyarakat unsuryang lain.
(3) Pelayanan untuk memperoleh keterarnpilan kerja

sebagaimzura dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
oleh SKPK yang membidangi tenaga kerja.

(a) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
oleh SKPK yang membidangi pendidikan.

(5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c
dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi sosial.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewqiiban dan Tanggung Jawab

Pasal 42

{1) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika,
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psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta
prekursor narkotika.

(2) Kewqiiban dan tangung jawab masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, meliputi:
a. mencari dan memberikan informasi tentang adanya

dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika;

b. menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggungiawab kepada penegak hukum atau BNN
yang menangani perkara tindak pidana narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta
prekursor narkotika;

c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN
apabila mengetahui adanya penyalahgun€um narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya serta
prekursor narkotika.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 43

(1) Masyarakat memiliki hak dalam upaya penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan rat adiktif
berbahaya lainnya serta prekursor narkotika.

(21 Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
meliputi;
a. memperoleh pelayanan dan informasi tentang adanya

dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat
adiktif berbahaya lainnya serta prekursor narkotika;

b. memperoleh jawaban dan saran tentang latrrcran yang
diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

c. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang
bersanglutan melaksanakan halorya atau rtiminta hadir
dalam proses peradilan,

Bapan Ketiga
Pembentukan Lemba ga Anti Narkotika

Pasa] 44
(1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Anti Narkotika atau

nanm lain sebagaimana dimaksud Pasal 42 sebagai wujud
tanggung jawab masyarakat.

(2) kmbaga Anti Narkotika atau narna lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh masyarakat peduli
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat adiktif berbahaya lainnya dengan persetujuan dan
penetapan oleh Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN DAN JE.IARING KEzuA

Pasal 45

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika darr zat adiktif
berbahaya lainnya, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.
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Pasal 46
(l) Untuk mendukung kemitraa.n dan jejaring kerja pencegahan

dan rehabilitasi sosial korban penyatahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya, dibentuk
Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
berbahaya lainnya tingkat Kabupaten.

(2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial
Korban Penyalahgunaan Nay.a tingkat Kabupaten
5sfoageimana dimaksud pa.da ayat (1), terdiri dari perangkat
pemerintah kabupaten, Instansi Vertikal, kepolisian,
lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ag,una, tokoh adat,
rnantan korban penyalahgunaan Napza dan unsur lainnya
yang dipandang perlu.

(3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten, dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 47

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Perlindungan dan
Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, pemerintah
kabupaten membentuk sekretariat forum tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Bupati melalui Kepala SKPK yang membidangi Kesatuan Bangsa
dan Politik melakukan pembinaan dan penga.wasan terhadap
penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya sesuai dengan
kewenan gannya masing-masing.

BAB xI
PELAPORAN

Pasal 49
(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII
SANKSI

Bagran Kesatu
Sanksi Adat

Pasal 5O

(1) Dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya,
Pemerintah Kabupaten melalui pemerintah Gampong dapat
memberikan sanksi adat bag, pengguna dan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya.
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(2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diatur
dalam Qanun Gampong sesuai dengan norma-norrna yang
berlaku pada gampong yang bersangkutan,

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 5l
(1) Dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya,
Pemerintah kabupaten dapat mengambil tindakan
administratif terhadap badan usaha, tempat usaha,
pemondokan danlatau asrama di wilay"ah kabupaten yang
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. denda administratif; dan
e. pencabutan izin usaha.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 52

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap penyalahgunaarl
narkotika, psikotropika dan z.at adiktif berbahaya lainnya,
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN};
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh {APBA} Propinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkaJr
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada -t 1 ripr: I" M

itl", ir-:.€irr:: 1443 H
J

UTARA,\Y

THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal t I ;i :::"I 20?Z ld

r .:.. . l':. :::. 1443 H

DAERAH
EH UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACBH UTARA TAHUN 2A22 NOMOR I
NoRtrG QANUN KABUPATBN ACEH urAHA, pRovIN$I ACEH: tL I tr lzoz2l
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR I TAHUN 2022

,rruro*"
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN

PSIKOTROPIKA BERBAHAYA LAINNYA

I. UMUM
Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah kabupaten yang
terdapat di wilayah hukum Provinsi Aceh, yang menjadi sasaran
penyalahgunaan narkotika pada semua lapisan masyarakat. Narkotika
bermanfaat dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan narnun
penyalahgunaannya menjadi berbahaya.
Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang dampaknya negatifnya
baik untuk pribadi (personal) seseorang, komunitas bahkan masyarakat
secara umum. Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi sendi kehidupan
manusia dan kehidupan negara baik dalam bidang politik, keamanan,
ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan hidup berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika
harus ditangani secara bersama-sama pemerintah dengan segenap
komponen masyarakat. Usaha pencegahan sebagai upaya yang sangat
diutamakan dari upaya pemberantasan, dalam upaya pencegahan
(preuentiuel diperlukan sangat penting untuk dilakukan usaha-usaha untuk
menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan
dimaksud, baik melalui Lembaga Pendidikan formal maupun informal,
melaiui lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial
kemasyarakatan.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, muncul
perubahan paradigma lama bahwa setiap pengguna narkotika harus
dipidana diganti menjadi penyalahguna (pecandu/pengguna) narkotika
wajib direhabilitasi. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan
anak-anak bangsa dari jeratan Narkotika yang menghancurkan masa depan
generasi muda.
Rehabilitasi narkotika bermakna sebuah tindakan represif yang dilakukan
terhadap Pecandu narkotika, tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban
dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan
kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain
untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan
bagi para Pecandu Narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari
kecanduannya terhadap narkotika, rehabilitasi yang dilakukan dapat
berupa rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

a.
b.

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah
meliputi semua komponen yang terdiri dari aparatur pemerintahan
kabupaten, aparat keamanan dan lain-lain komponen yang
berdomilisi di Kabupaten Aceh Utara.
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Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendekatan secara professional adalah
pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian ilmu
dalam bidangnya.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 1 1

Cukup Jelas
Pasal 12

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Geuchik, Kepala Dusun, Imum Meunasah, Tuha peut, dan
perangkat gampong lainnya.

Pasal 13
Sumber dana untuk pengadaan alat tes urine untuk perglrruan tinggi
diusulkan melalui rupiah murni atau dana Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP).

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang sebagaimana dalam ayat
(3) adalah kepolisian dan BNN.

Pasal 18
Peserta didik tidak diterima lagi di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 2 1

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
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Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan Kohesi sosial sebagaimana dalam ayat (21 butir c
adalah adalah mengharmoniskan hubungan antara orang yang direhab
dengan unsur masyarakat yang lain

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas
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Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

A
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